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Abstract: The distribution of inheritance based on Islamic inheritance law is an obligation that must be carried out, 
because this is a form of faith and piety to Allah and His Messenger. However, in fact there are Bengkulu people who 
do the distribution of inheritance using the principle of kinship and mutual agreement between heirs, then the Deed 
is made before the Notary. The formulation of the problem in this research are: 1) How is the distribution of inheri-
tance made by the heirs based on the deed made before the notary perspective of Sadd Adz-Dzari’ah?, 2) What is 
the position of the inheritance distribution deed made before the notary perspective of Sadd Adz-Dzari’ah?. This 
type of research is library research. Data collection techniques using the Document Method. The conclusion states 
that, 1) The heirs in dividing the inheritance do not use the Islamic inheritance system but are divided in a family 
manner by means of each party discussing each other looking for a way out of the inheritance problem being faced. 
2) The implementation of the distribution of inheritance in a family, not intended to avoid furudhul muqaddarah 
(the part that is clearly set out in the text), but is nothing but for the benefit of all heirs and avoid kemudharatan. To 
prevent this kemudharatan, then made the Deed of Inheritance before the notary public. So in the perspective of 
sadd adz dzari’ah, the position of making the deed of distribution of legal inheritance is sunnah.
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Abstrak: Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Kewarisan Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, 
karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, pada kenyataannya 
ada masyarakat Bengkulu yang melakukan pembagian  warisan dengan menggunakan prinsip kekeluargaan dan kesepakatan 
bersama antara ahli waris, kemudian dibuatlah Akta nya di hadapan Notaris. Adapun rumusan masalah dalam Penelitian ini 
adalah : 1) Bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat dihadapan 
notaris?, 2) Bagaimana kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat dihadapan notaris perspektif Sadd Adz-Dzari’ah?. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data menggunakan  Metode Doku-
men (Documentation). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa, 1) Ahli waris dalam membagi harta peninggalan tersebut tidak 
menggunakan sistem kewarisan Islam tetapi dibagi secara kekeluargaan yaitu dengan cara masing-masing pihak saling ber-
musyawarah mencari jalan keluar dari masalah kewarisan yang dihadapi. 2) Pelaksanaan pembagian warisan secara kekelu-
argaan, bukan dimaksudkan untuk menghindar dari furudhul muqaddarah (bagian yang sudah diatur jelas dalam nash),tetapi 
tidak lain demi kemaslahatan bagi semua ahli waris dan menghindari kemudharatan. Untuk mencegah terjadinya kemud-
haratan tersebut, maka dibuatlah Akta Pembagian Waris di hadapan notaris. Sehingga dalam perspektif sadd adz dzari’ah, 
kedudukan pembuatan akta pembagian waris hukumnya sunnah.
Kata kunci : Warisan, Akta Notaris, Sadd Adz-Dzari’ah.
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Pendahuluan
Waris dalam hukum Islam dapat diartikan seba-
gai berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada 
orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.4 
Sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya 
hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada 
ahli warisnya yang masih hidup, baik yang diting-
galkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja 
yang berupa hak milik legal secara shar’i.5 Didalam 
kitab suci Al-Qur’an menjelaskan secara rinci men-
genai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak 
kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. 
Pembagian masing-masing ahli waris baik dari laki-
laki maupun perempuan telah ditentukan dalam al-
quran berikut ini.
Artinya :
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang 
wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bahagian yang telah ditetapkan.” 6
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Artinya :
“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian 
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian se-
orang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang 
anak perempuandan jika anak itu semuanya perem-
puan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga 
dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan 
untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang men-
inggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika 
yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 
maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan 
dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Bijaksana.” 7
Pembagian warisan dengan prinsip kekeluar-
gaan sesungguhnya didasari pada keyakinan bahwa 
masalah waris adalah hak individu dimana yang 
mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak 
menggunakan haknya atau menggunakan haknya 
dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak 
lain.8 Pembagian harta warisan dengan prinsip keke-
luargaan dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu 
masing-masing pihak sepakat untuk membagi warisan 
berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak sewak-
tu pewaris (yang mewarisi) telah meninggal, dengan 
dibuat akta pembagian warisan di hadapan notaris. 
Sadd al-dzari’ah sebagai salah satu dalil hukum 
mengandung makna bahwa walaupun syara` tidak 
menetapkan hukum suatu perbuatan secara jelas, na-
mun karena perbuatan itu diyakini sebagai washilah 
bagi perbuatan yang dilarang atau menimbulkan ma-
fsadat, maka hal itu menjadi petunjuk bahwa hukum 
washilah itu adalah seperti hukum terhadap perbua-
tan atau akibat yang ditimbulkannya. Dalam tinjauan 
sadd al-dzari’ah, untuk menetapkan hukum jalan (sa-
rana) yang mengharamkan kepada tujuan, terdapat 
tiga hal yang perlu diperhatikan.Pertama, menyang-
kut tujuan.Jika tujuannya dilarang,maka jalannya pun 
dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun 
diwajibkan.Kedua, menyangkut niat (motif).Jika niat-
nya untuk mencapai yang halal, maka hukum sara-
nanya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, 
maka sarananya pun haram.Ketiga, menyangkut aki-
bat dari dari suatu perbuatan.Terkait tindakan pem-
bagian warisan secara kekeluargaan,perlu kiranya 
mengkaji lebih jauh terkait dengan tindakan tersebut 
dalam tinjauan sadd al-dzari`ah sebagai salah satu 
dalil yang diakui dalam istinbath hukum Islam.
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ter-
tarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kedudu-
kan akta pembagian warisan yang dibuat dihadapan 
notaris dalam perspektif saddu dzariah dengan ber-
judul, “Analisis Pembagian Waris Berdasarkan Akta 
yang Dibuat Dihadapan Notaris Perspektif Sadd Adz-
Dzari’ah (Studi di Kantor Notaris Kota Bengkulu).”
Rumusan Masalah
1. Bagaimana pembagian harta warisan yang dilaku-
kan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat 
dihadapan Notaris?.
2. Bagaimana kedudukan akta pembagian wari-
san yang dibuat dihadapan notaris perspektif 
Sadd Adz-Dzari’ah?.
Tujuan Penulisan
1. Untuk menganalisis pembagian harta warisan 
yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta 
yang dibuat dihadapan notaris.
2. Untuk menganalisis kedudukan akta pembagian 
warisan yang dibuat dihadapan notaris perspektif-
Sadd Adz-Dzari’ah.
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah Library 
Research (penelitian literatur kepustakaan yang terkait 
dengan obyek penelitian). Artinya suatu bentuk pene-
litian yang sumber datanya dari kepustakaan.8 Den-
gan kata lain bahwa penelitian ini menggali persoalan 
dari literatur-literatur saja, dalam konteks kualitatif 
diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dan 
hasil-hasil penelitian yang dicapai. Karena peneli-
tian ini adalah penelitian kepustakaan, maka peneliti 
mengambil beberapa dokumen akta pembagian wari-
san di kantor Notaris Kota Bengkulu.
Pembahasan 
A. Pembagian Harta Warisan yang Dilakukan 
Ahli Waris Berdasarkan Akta yang Dibuat 
Di Hadapan Notaris
Notaris H. Mufti Nokhman, SH (Akta Pembagian 
Warisan nomor 19)
Diketahui pula bahwa almarhumah Hj. Halima 
meninggalkan harta peninggalan berupa dua bidang 
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tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Pedati seluas 
5.583 m2 dan di Kelurahan Pasar Melintang seluas 
201 m2. Kemudian ahli waris bersepakat untuk mem-
bagi harta peninggalan almarhumah Hj. Halima se-
bagai berikut:9
a. Hardi mendapatkan sebagian atau setengah dari 
bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar 
Pedati.
b. Harita mendapat sebagian atau setengah dari bi-
dang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Pe-
dati.
c. Rosdiana mendapat satu bagian bidang tanah 
yang terletak di Kelurahan Pasar Melintang.
Notaris H. Kuswari Ahmad, SH, M.Kn (Akta 
Pernyataan Nomor 33)
 Diketahui almarhum Rifa’i meninggalkan harta 
warisan berupa sebidang tanah yang telah berserti-
fikat seluas 1.779 m2 dan 35 ekor Sapi.10
Kemudian, ahli waris bersepakat untuk membagi har-
ta peninggalan tersebut, menjadi sebagai berikut:11
Aisah mendapatkan 15 ekor Sapi.
Nur Hasanah mendapatkan satu bidang tanah seluas 
1.779 m2, yang merupakan tanah kosong.
A. Mizan mendapatkan 12 ekor Sapi.
Rina Pasia Wati mendapatkan 8 ekor Sapi.
Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH (Akta Pernyataan 
Nomor 69)
Almarhum Muchtar Hasan dan almarhumah Ris-
miwati Binti A. Rahim meninggalkan harta warisan 
berupa sebidang tanah seluas 7.374 m2, terletak di 
Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu 
Utara. Kemudian, ahli waris tersebut sepakat untuk 
membagi satu-satunya harta peninggalan tersebut, 
menjadi sebagai berikut:12
Muchari mendapatkan kurang lebih 1.500 m2, 
yang merupakan tanah kosong.
Budiman mendapatkan kurang lebih 1.500 m2, 
yang merupakan tanah kosong.
Sri Hastuti  mendapatkan kurang lebih 2.874 m2, 
berikut bangunan yang ada diatasnya.
Surya Ramadan mendapatkan kurang lebih 1.500 
m2, yang merupakan tanah kosong.
Notaris H. Kuswari Ahmad, SH, M.Kn (Akta 
Pernyataan Nomor 95)
Almarhum Mukhtarudin meninggalkan harta wari-
san berupa dua bidang tanah yang telah bersertifikat, 
masing-masing seluas 18640 m2 dan 19850 m2 yang 
kesemuanya terdaftar atas nama almarhum Muktaru-
din13. 
Kemudian, ahli waris bersepakat untuk menyerah-
kan dua bidang tanah harta peninggalan tersebut ke-
pada Eli Sumarni. Ahli waris dalam akta tersebut juga 
menyatakan bahwa menjamin akan kebenaran surat-
surat, dan identitas masing-masing. Kemudian, di-
hadirkan pula dua orang saksi dalam akta pernyataan 
tersebut.
Berdasarkan keterangan para ahli waris, yakni 
Mayuna, Eli Sumarni, dan Kalpen Mardani, dapat 
diketahui bahwa Mayuna dan Kalpen Mardani, me-
lepaskan bagian masing-masing atas harta warisan, 
sehingga menjadi milik Eli Sumarni, selain dikarena-
kan yang memenuhi seluruh kebutuhan hidup Mayu-
ni dan Kalpen Mardani selama ini adalah Eli Sumarni, 
dia juga yang menanggung seluruh biaya pengobatan 
almarhum semasa sakit, dan untuk pembelian dua bi-
dang tanah tersebut dibantu dari Eli Sumarni.
Berdasarkan keterangan para ahli waris yang 
hampir senada mengatakan bahwa pada dasarnya, 
pembuatan akta pembagian waris tersebut bertujuan 
untuk memperjelas dan mempertegas bagian masing-
masing, sehingga hak  kepemilikan harta warisan se-
suai dengan bagian yang telah disepakati agar dapat 
dimanfaatkan lebih baik dan menghindari perselisi-
han diantara ahli waris, keturunan ahli waris maupun 
pihak lain. Demikian juga dapat diketahui bahwa den-
gan pembagian waris yang tertulis dalam akta notaris 
tersebut membuat para ahli waris menjadi tetap ru-
kun dan tidak terjadi perselisihan atau persengketaan, 
terlebih sampai kepada proses hukum di Pengadilan 
yang berkaitan dengan pembagian waris yang dibuat 
dalam akta tesebut.
Dari pemaparan data diatas dapat diketahui 
bahwa ahli waris dalam membagi harta peninggalan 
tersebut tidak menggunakan sistem kewarisan Islam 
sebagaimana yang tercantum dalam surah An-nisa 
ayat 7-8, Allah Swt berfirman :
Artinya : 
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang 
wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apa-
bila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim 
dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu 
(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Per-
kataan yang baik.”
Dari pemaparan data diatas dapat diketahui 
bahwa ahli waris dalam membagi harta peninggalan 
tersebut tidak menggunakan sistem kewarisan Islam 
sebagaimana yang tercantum dalam surah An-nisa 
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ayat 7-8. Pembagian harta warisan dilakukan se-
cara kekeluargaan oleh ahli waris dalam akta notaris 
diatas.  Pembagian secara warisan secara kekeluar-
gaan yaitu dengan cara masing-masing pihak saling 
bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah 
kewarisan yang dihadapi. Mengenai cara penyele-
saian pembagian harta waris yang didasarkan pada 
musyawarah dan kesepakatan para ahli waris diang-
gap merupakan solusi yang bijaksana.
Kedudukan Akta Pembagian Warisan yang 
Dibuat Dihadapan Notaris Perspektif Sadd Adz-
Dzari’ah
Notaris dapat membuat akta pembagian warisan 
bukan hanya berdasarkan kitab Undang-Undang Hu-
kum Perdata namun bisa juga membuat akta pem-
bagian warisan berdasarkan ketentuan hukum waris 
Islam. Kewenangan Notaris dalam membuat akta 
pembagian warisan menurut ketentuan hukum Islam, 
selain harus memenuhi peraturan perundangan yang 
berlaku mengenai jabatan Notaris, Kompilasi Hukum 
Islam dan unsur-unsur syarat sahnya perjanjian da-
lam Islam, maupun peraturan yang berkaitan dengan 
masalah warisan, serta memenuhi ketentuan yang 
diatur dalam hukum kewarisan Islam yang bersumber 
pada Al-Qur’an, Al-Hadits dan ijtihad ulama.
Adapun syarat yang harus dipenuhi agar Akta 
Pembagian Waris disebut bukti adalah :
a.  itu harus ditandatangani
 Tujuan dari keharusan ditandatangani itu untuk 
memberikan ciri atau untukmengindividualisasi 
sebuah akta yang satu dengan akta yang lain-
nya. Dengan penandatangannya itu sesesorang 
dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa 
yang ditulis dalam akta tersebut. 
b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi 
dasar sesuatu hak atau perikatan
 Jadi surat itu harus berisikan suatu keterangan 
yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan 
peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu 
haruslah merupakan peristiwa hukum yang men-
jadi dasar dari suatu hak atau perikatan.
c. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti
 Jadi surat itu memang sengaja dibuat untuk di-
jadikan alat bukti. Menurut ketentuan Undang-
Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang dalam 
Pasal 2 ditentukan antara lain bahwa surat 
perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat 
dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pem-
buktian perbuatan, kenyataan atau keadaan yang 
bersifat hukum perdata, akta-akta notaris termasuk 
salinannya dikenakan bea meterai, yang tarifnya 
diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Ta-
hun 2000. Berdasarkan data-data yang penulis da-
patkan dalam penelitian, bahwa :
1. Notaris H. Mufti Nokhman, SH.  (Akta Pembagian 
Warisan Nomor 19)
 Ahli waris dalam membagi harta peninggalan 
tersebut tidak menggunakan sistem kewarisan 
Islam, dimana anak laki-laki mendapatkan dua 
kali bagian yang diterima oleh anak perempuan. 
Namun warisan dibagi berdasarkan urutan anak 
lahir. Diketahui Rosdiana merupakan anak tertua 
yang lahir pada tanggal 23 September 1968. Se-
hingga, ia mendapatkan harta warisan yaitu satu 
bagian tanah yang terletak di Kelurahan Pasar 
Melintang. Kemudian, anak kedua, Harita yang 
lahir pada tanggal 05 Oktober 1973 dan anak 
bungsu, yaitu Hardi yang lahir pada tanggal 09 
Agustus 1980 mendapatkan masing-masing set-
engah bagian tanah yang terletak di Kelurahan 
Pasar Pedati. 
2. Notaris H. Kuswari Ahmad, SH., M.Kn. (Akta 
Pernyataan Nomor 33)
 Pembagian harta warisan diatas juga tidak meng-
gunakan ketentuan dalam faraidh. Aisah meru-
pakan istri dari almarhum, kemudian A. Mizan 
merupakan anak Pertama yang lahir pada tahun 
1978, Nur Hasanah anak kedua lahir pada tahun 
1980dan Rina Pasia Wati adalah anak bungsu 
yang lahir pada tahun 1982. Jika pembagian 
warisan didasarkan atas ketentuan hukum Islam, 
maka Aisah sebagai istri tentu mendapatkan 
bagian harta yang lebih banyak, karena istri juga 
mendapat harta bersama, namun harta bersama 
dengan almarhum menjadi satu kesatuan den-
gan harta peninggalan, sehingga permbagian 
warisan dilakukan secara kekeluargaan dengan 
berbagai aspek yang menjadi pertimbangannya. 
3. Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH. (Akta Pernyataan 
Nomor 69)
 Para ahli waris membagi harta warisan tidak 
menggunakan hukum waris Islam, tetapi para 
ahli waris bersepakat membagi harta warisan 
berdasarkan gender yaitu anak perempuan satu-
satunya mendapat bagian lebih banyak. Dapat 
dilihat dari data diatas bahwa Sri Hasturi menda-
pat bagian yang paling banyak diantara ahli war-
is lainnya, yakni sebidang tanah seluas kurang 
lebih 2.874 m2 beserta bangunan diatasnya. Se-
dangkan tiga ahli waris laki-laki,  masing-masing 
mendapatkan sebidang tanah seluas kurang 
lebih 1.500 m2. 
4. Notaris H. Kuswari Ahmad, SH., M.Kn. (Akta 
Pernyataan Nomor 95)
 Dalam kasus ini, para ahli waris tidak membagi 
harta warisan secara bagi rata, atau berdasarkan 
gender atau berdasarkan hukum Islam. Pem-
bagian harta warisan diatas dilakukan dengan 
asas kesepakatan dan keikhlasan para ahli waris 
untuk memberikan dan melepaskan hakatas 
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bagian masing-masing ahli waris kepada salah 
seorang ahli waris saja, yaitu Eli Sumarni yang 
mendapatkan dua bidang tanah bersertifikat sel-
uas 18640 m2 dan 19850 m2.
 Dari pemaparan data diatas dapat diketahui bah-
wa ahli waris dalam membagi harta peninggalan 
tersebut tidak menggunakan sistem kewarisan 
Islam sebagaimana yang tercantum dalam surah 
An-nisa ayat 7-8. Pembagian harta warisan di-
lakukan secara kekeluargaan oleh ahli waris 
dalam akta notaris diatas.  Pembagian secara 
warisan secara kekeluargaan yaitu dengan cara 
masing-masing pihak saling bermusyawarah 
mencari jalan keluar dari masalah kewarisan 
yang dihadapi. Mengenai cara penyelesaian 
pembagian harta waris yang didasarkan pada 
musyawarah dan kesepakatan para ahli waris 
dianggap merupakan solusi yang bijaksana.
Saad adz-dzari’ah mencegah, melarang, menutup 
jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya di-
bolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu 
yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu 
yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang un-
tuk dilakukan, jika wasilah suatu pekerjaan tersebut 
mengantarkan pada kepada kerusakan maka menjadi 
dilarang,salah satu kaidahnya yaitu :
Artinya : 
”Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan 
daripada menarik kebaikan (maslahah).”
Ketika mafsadat dan maslahat saling berebut tem-
pat, maka tindakan menghindari mafsadat harus 
diunggulkan, meskipun mengakibatkan terabainya 
suatu kemaslahatan. Sebab syariat Islam mempunyai 
perhatian lebih terhadap hal-hal yang dilarang (al-
manhiyyat) dibandingkan perhatian yang diberikan 
terhadap hal-hal yang diperintahkan (al-ma’murat).
Tindakan menghindari merupakan bentuk konkrit 
dari sebuah larangan. Pemahaman ini berdasarkan 
hadis Nabi berikut:
Artinya :
“Dari Abu Hurairah ‘Abdurrahman bin Shakr ra-
dhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku telah mendengar 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda, “Apa 
saja yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa saja 
yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu 
kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan 
orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya 
dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka.”(HR. 
Bukhari dan Muslim).
Hadis ini memberikan pemahaman bahwa segala 
sesuatu yang dilarang oleh agama tidak bisa dihindari 
setengah-setengah, harus total. 
Kemudian kaidah :
Artinya :
“Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepa-
da sesuatu yang terlarang pada syara.”
Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluar-
gaan banyak  ditempuh, baik didasarkan adat kebi-
asaan yang berlaku maupun didasarkan dengan kon-
disi perekonomian masing-masing. Selain dianggap 
mencerminkan kebersamaan dan mewujudkan kea-
dilan, hal tersebut sekaligus bisa mempererat silatur-
rahim di antara keluarga. Serta, untuk menciptakan 
kemaslahatan bagi semua ahli waris agar tidak terjadi 
persengketaan (mafsadat). 
Hal ini sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 195 :
Artinya :
“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu send-
iri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang ber-
buat baik.”
Maksud ayat diatas yaitu janganlah manusia me-
nyerahkan diri kepada hal-hal yang menyebabkan 
kemudharatan, akan tetapi tutuplah kemudharatan 
itu dengan sesuatu yang dapat mendatangkan ke-
maslahatan. Maslahat tersebut harus bertujuan untuk 
memelihara sesuatu yang daruri dan menghilangkan 
kesulitan (raf ul haraj) dengan cara menghilangkan 
masyaqat dan madharat dengan syarat maslahat 
tersebut harus sesuai dengan maqasid al-syari’ah 
(maksud disyari’atkannya hukum).
Dalam sadd al-zari`ah terdapat tiga hal yang perlu 
diperhatikan. Pertama, menyangkut tujuan. Jika tu-
juannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan 
jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. 
Kedua, menyangkut niat (motif). Jika niatnya untuk 
mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, 
dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sara-
nanya pun haram. Ketiga, menyangkut akibat dari 
dari suatu perbuatan. Dengan berlandaskan metode 
sadd adz dzari’ah, fungsi pembuatan akta notaris 
tersebut adalah :
1. Menghindari Pembagian Secara Kewarisan Islam
2. Menghindari Fitnah dan Ketidakadilan
3. Mencegah terjadinya permusuhan dalam keluarga
4. Mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari
Penerapan sadd al-dzari`ah dalam hal ini, me-
nyangkut niat (motif). Jika niatnya untuk mencapai 
yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika 
niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun 
haram. Motif (niat) para pelaku melakukan pem-
bagian waris secara kekeluargaan (kesepakatan) ada-
lah untuk mencegah persengketaan di kemudian hari. 
Maka, pembagian waris secara kekeluargaan (sarana) 
hukumnya halal, karena tujuannya juga halal yaitu 
untuk menghindari persengketaan di kemudian hari. 
Menurut penulis, pelaksanaan pembagian wari-
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san secara kekeluargaan, bukan dimaksudkan untuk 
menghindar dari furudhul muqaddarah (bagian yang 
sudah diatur jelas dalam nash), tetapi tidak lain demi 
kemaslahatan bagi semua ahli waris dan menghindari 
kemudharatan. Untuk merumuskan kriteria maslahat 
itu sendiri sangatlah penting. Mengingat hukum Islam 
senantiasa melihat kemaslahatan sebagai salah satu 
pedoman dalam menetapkan hukum. Imam Malik 
memberikan kriteria maslahat sebagai berikut12 :
Pertama, maslahat tersebut bersifat ma’qul (ratio-
nable) dan munasib (relevan) dengan kasus hukum 
yang ditetapkan. Kedua, maslahat tersebut harus 
bertujuan untuk memelihara sesuatu yang daruri 
dan menghilangkan kesulitan (raf ul haraj) dengan 
cara menghilangkan masyaqat dan madharat Ketiga, 
maslahat tersebut harus sesuai dengan maqasid al-
syari’ah (maksud disyari’atkannya hukum) dan tidak 
bertentangan dengan dalil syara’ yang qath’i. 
Sementara itu Al-Ghozali merumuskan maslahat 
sebagai berikut: pertama, kemaslahatan itu masuk 
kategori peringkat dharuriyyat, artinya maslahat terse-
but jangan sampai mengancam eksistensi lima unsur 
pokok maslahat. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta. Kedua, maslahat itu harus bersi-
fat qath’i. Artinya kemaslahatannya benar-benar telah 
diyakini. Ketiga, Kemaslahatan itu bersifat kulli arti-
nya kemaslahatan itu bersifat kolektif tidak individual.
Apabila maslahat itu bersifat individual, maka masla-
hat itu harus sesuai dengan maqasid al-Syari’ah.13
 Imam al-Syatibi mengemukakan tiga syarat 
yang harus dipenuhi, sehingga perbuatan itu dila-
rang, yaitu pertama, perbuatan itu membawa ke-
pada mafsadat secara muthlaq. Kedua, mafsadat 
dari perbuatan itu lebih kuat (kualitas) dari pada 
maslahatnya.Ketiga, unsur mafsadat dalam per-
buatan itu jelas-jelas lebih banyak (kuantitas) dari 
maslahat-nya.14
Oleh sebab itu, mengacu pada substansi sadd al-
dzar’`ah sebagai upaya menutup jalan yang menuju 
kepada yang haram/dilarang oleh Islam sebagai tin-
dakan preventif. Maka, Pembagian warisan secara 
kekeluargaan yang bertujuan untuk menghindari 
pembagian secara kewarisan Islam, menghindari 
fitnah dan ketidakadilan, mencegah terjadinya per-
musuhan dalam keluarga dan mencegah terjadinya 
sengketa di kemudian hari bisa diterima karena 
sesuai dengan konsep sadd al-dzarî`ah yang pada 
akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi prib-
adi-pribadi ahli waris. Sehingga, dalam perspek-
tif sadd adz dzari’ah, kedudukan pembuatan akta 
pembagian waris tersebut hukumnya sunnah.
Kesimpulan 
1. Ahli waris dalam membagi harta peninggalan 
tersebut tidak menggunakan sistem kewarisan 
Islam sebagaimana yang tercantum dalam surah 
An-nisa’ ayat 7-8. Pembagian harta warisan di-
lakukan secara kekeluargaan yaitu dengan cara 
masing-masing pihak saling bermusyawarah men-
cari jalan keluar dari masalah kewarisan yang di-
hadapi. Mengenai cara penyelesaian pembagian 
harta waris yang didasarkan pada musyawarah 
dan kesepakatan para ahli waris dituangkan da-
lam akta yang dibuat dihadapan notaris, dianggap 
merupakan solusi yang bijaksana dan dapat di-
jadikan alat bukti tertulis, baik bagi para ahli waris 
maupun yang bukan ahli waris.
2. Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluar-
gaan, bukan dimaksudkan untuk menghindar dari 
furudhul muqaddarah (bagian yang sudah dia-
tur jelas dalam nash), tetapi tidak lain demi ke-
maslahatan bagi semua ahli waris dan menghin-
dari kemudharatan yaitu menghindari terjadinya 
perampasan atau perebutan harta peninggalan 
sehingga terjadi perselisihan diantara ahli waris, 
menghindari fitnah dan ketidakadilan, mence-
gah terjadinya permusuhan dalam keluarga dan 
mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. 
Untuk mencegah terjadinya kemudharatan terse-
but, maka dibuatlah akta pembagian waris di 
hadapan notaris. Sehingga dalam perspektif sadd 
adz-dzari’ah, kedudukan pembuatan akta pem-
bagian waris tersebut hukumnya sunnah. 
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